LEMBARAN DAERAH

i KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
30 Juni 1975 SERI :C NOMOR : 3.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT I GRESIK
| NOMOR : PERDA 1 TAHUN 1975

5  TENTANG

. PELAKSANAAN KETERTIBAN UMUM DIBIDANG KERAPIAN,

KEBERSTHAN, KEAMANAN DAN KESEHATAN DALAM KABUPATEN
Be DAERAH TINGKAT 11 GRESIK :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT IT GRESIK"

Menimbang ;- bahwa perkembangan Kota dan Daerah Kabupaten
; Daerah Tingkat II Gresik, yang sangat erat hu-
bungannya dengan ketertiban serta kesehatan
__penduduk yangmakin lama makin meningkat, ma-
ka untuk menyesuaikan perkembangan tersebut
dipandang perlu segera menyempurnakan dan
mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Surabaya
tanggal 11 Agustus 1955 yang sama bunyinya
dengan Verordening ter bevordering van de
““‘open bare orde, netheidzindelijkheid, veili-
gheid en de gezondhedstoestand in het Regent-
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schap Soerabaja tanggal 4 Me1 1934 dengan Per -
aturan Daerah yang baru.

Mengingat . Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat 1I Gresik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH Kabupaten Daerah Tingkat 11
Gresik tentang pelaksanaan

Ketertiban Umum dibidang
Kerapian, Kebersihan Kea-
manan dan Kesehatan dalam
Kabupaten Daerah Tingkat IT
Gresik. ;

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah:
a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Dae
rah Tingkat II Gresik ; ]
b. K(?Eala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gre '
sik ;7 3
c. Pemilik, adalah orang atau badan hukum yang mempunyai hak
milik atas kebendaan dalamwilayah Kabupaten Daerah Ting

kat II Gresik ;

d. Pemakai, adalah orang atau badan hukum yang mempunyai hé
pakai atas kebendaan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Ting

kat 1I Gresik.

B ABII
KEWAJIBAN PEMILIK DAN PEMAKAI
Pasal 2

Pemilik sesuatu bangunan atau tanah pekarangan diwajibkai n
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. Memberi jalanmasuk dan pagar keliling yang terdiri dari

tembok /kayu/bambu atau pagar hidup dengan ukuran tinggi
yang ditentukan oleh Pemer intah Daerah dan yang harus dipe-
lihara dengan baik serta di jaga kebersihannya, kecuali
terhadap bangunan-bangunan yang telah diatur dalamPera -
turan Daerah Kabupaten Surabaya Nomor Perda/I/DPRD I1/74.
tanggal 18 Maret 1974 ;

. Melengkapi dengan dinding sumur-sumur yang terdapat diatas

tanah pekarangan yang tingginya sekurang-kurangnya 1 (sa-
tu) meter ;

. Setiap rumah diharuskanmemiliki W.C. / Kakus yang dibuat

dari batu atau septictank atau dapat pula dengan memakai
sunur biasa yang dalamya sedapat mungkin 1 ( satu) meter
diatas sumber air dan sumur tersebut harus diberi tempo-
long/ jobongan dari sulaman|bambu dan diatasnya harus ditu-
tup. .

Pasal 3

Pemakai bangunan atau tanah pekarangan diwajibkan :

a.

b.

Menjaga supaya bangunan atau tanah perkarangan selalu da-
lam keadaan rapih dan bersih ;

Megapur atau mencat pagar keliling dan dinding rumah, se-
tiapmenjelang tanggal 17 Agustus atau apabila kapurnya
sudah hilang, kecuali menurut pendapat Kepala Desa setem-
pat kalau pagar keliling dan dinding-dinding itu selalu
dalam keadaan cukup bersih ;

. Jika pengambilan sampah-sampah dari rumah - rumah atau ta-

nah-tanah pekarangan tidak dilakukan oleh Pemer intah Dae-

rah, maka sampah-sampah itu harus dikumpulkan dalam lobang
-lobang yang cukup dalamdiatas tanah pekarangan dan harus
dibakar pada siang hari atau dibersihkan dengan cara lain ;

. Lobang-1obang sampah harus dibuat se jauh mungkin dari ja-

lan unum atau bangunan-bangunan yang berbatasan dan pemba-
karan sampah itu harus dilakukan sedemikian rupa sehingga
asapnya tidak mengganggu pada tetangga atau orang - orang
yang ber jalan ;
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e. Memasang pintu-pintu atau pagar-pagar sedemikian rupa, se-
hingga jika dibuka tidak menghalang - halangi lalu lintas
jalan ;

f. Menebang pohon-pohon atau bagian-bagiannya yang dapat di-
anggap mengganggu lalu lintas, merugikan pemeliharaan ja-
lan atau merugikan kepentingan umum.

Pasal 4

(1) Pemakai tanah pekarangan atau tanah bero diwajibkan men-
~ jaga tanah itu dalam keadaan bersih dan apabila diatas ta-
nah tersebut terdapat genangan air, pemakai supaya beru- |
saha menger ingkannya demi kepentingan kesehatan, yang pe- =
laksanaannya menurut petunjuk-petunjuk dari Kepala Dae- =
rah ; 4

(2) Pemakai kolam yang terletak berbatasan dengan rumah-rumah -
tempat tinggal, diwajibkanmenjaga agar kolam-kolam tadi |
jangan sampai terlaludangkal dan tanaman - tanaman yang
tumbuh disitu harus dibersihkan serta gili-gili kolamse-
nantiasaditinggikan ; :

(3) Pemakai sawah yang terletak berbatasan dengan rumah-rumah -
tempat tinggal, dilarang mengalirkan air irigasi langsung
kesawah-sawah, bilamana air tadi tidak perlu untuk meng-
airi sawah-sawah itu ;
Setelshmusimmemetik padi (panenan) selesai, maka tanah-
tanah itu selekasnya dikeringkan. ‘

BAB III
KETENTUAN MENGENAI HEWAN-
Pasal 5

Pemeliharaan anjing wajibmenjaga supaya anjing yang dipeli-‘l
haranya tidak mengganggu tetangga atau anjingnya selalu te -
TUS -Mmenerus menggonggong atau meraung. i

Pasal 6
(1) Denganmelalui pengumuman, Kepala Daerah berwenang mewa-
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ibkan kepada pemilik dan/atau pemeliharaan anjing agar
aya anjingnya pada waktu-waktu tertentu tidak berada
alan unum, kecuali jika diikat ;

Pegawai Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah berwenang
embunuh anjing-anjing yang tidak mengindahkan akan peng-
umnuman dimaksud dalam ayat (1) pasal ini yang secara bebas
berada di jalan umum.

Pasal 7
angkai hewan besar (kuda, sapi, kerbau, rusa dan babi )
- yang dinyatakan olehDinas Peternakan tidak dihinggapi
' suatu penyakit, dalamwaktu 24 (dua puluh empat) jamharus
- ditanam dalam tanah yang dalamnya paling sedikit 2% (dua -
- setengah) meter dan yang jaraknya 10 (sepuluh) meter dari
~ Sumur

2) Jika pemilik Bangkai hewan tersebut dalamayat (1) pasal
* ini tidak terang, maka penanaman dilakukan oleh petugas
~ Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;

Dilarang membongkar bangkai-bangkai hewan yang sudah di-
- tanam kecuali atas perintah dari Kepala Desa setempat ;

) Untuk menanam bangkai hewan sebagai termaksud dalam ayat
. (1) pasal ini harus melaporkan kepada Kepala Desa setem-
pat.

Pasal 8

;,i angkai-bangkai hewan lain selain dimaksud dalam pasal 7 ayat
(1), harus ditanam dalam tanah oleh pemiliknya dihalaman sen-
‘diri (dengan jarak paling sedikit 5 (1ima) meter dari sumur),
- sehingga tidak mengganggu kesehatan.

BAB IV
KETENTUAN LARANGAN

Pasal 9

- Untuk mencegah ter jadinya kebakaran, kepada siapapun dila-
- rang :
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a. Membawa api/obor yang menyala dalam jarak kurang dari 1
(satu) meter dari toko-toko atau gudang-gudang, dimana di-
jual atau disimpan barang-barang yang mudah terbakar ;

b. Menyalakan api atau obor :

1. didalam bangunan-bangunan atau ruangan-ruangan yang di-
pergunakan untuk menyimpan damen, merang, kain, kapuk,
kertas, kain bekas pakaian, kawul-kawul ( krullen), ca-
iran yang mengandung gas atau barang - barang lain yang
mudah terbakar ;

2. ditempat - tempat pembuatan barang-barang sebagaimana
- tersebut dalam angka 1 sub b pasal ini ;

3. ditempat-tempat tukang kayu dan tukang mebel.

c. Menyimpan damen, merang, kain, kapuk, kertas, kain bekas
pakaian, kawul-kawul (krullen), cairan yang mengandung gas
atau barang-barang lain yang mudah terbakar didalam bang-
unan-bangunan atau ruangan-ruangan yang telah dinyatakan
berbahaya oleh Pemer intah Daerah. '

d. Menempatkan ataumemiliki open - open atau tempat - tempat '
pembakaran yang jaraknya kurang dari satu meter dari din-
ding-dinding yang terbuat dari kayu atau bambu. ]

e. Memasang atap atau bangunan dari kayu atau bahan-bahan la-
in yang mudah terbakar diatas open-open atau tempat-tempat -
pembakaran sebagaimana tersebut dalam subd pasal ini atau
memasang atap/bangunan dari bahan-bahan yang tidak mudah
terbakar dengan tingginya kurang dari 2 (dua) meter, demi-
kian pula menjemur atau menyimpan barang-barang yang mudah
terbakar diatas tempat-tempat pembakaran tersebut. v

f. Menyalakan lampu pelita, lilin atau barang - barang lain
yang dipasang pada dinding kayu atau bambu. ]

Pasal 10

Untuk mencegah ter jadinya gangguan terhadap masyarakat, ke-
pada siapapun dilarang : 3
a. Membersihkan atau membuang kotoran-kotoran got, kecuali
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dilakukan pada waktumulai tengah malam sampai dengan pagi
(jam 24.00 sampai dengan 05.00) dan segala bau busuk harus
dihilangkan;

Larangan tersebut tidak termasuk terhadap ker ja bakti yang
dilakukan oleh masyarakat;

. Membuang atau menaruh kotoran-kotoran got ditempat-tempat
yang dapat menimbulkan gangguan kepada tetangga atau pada
jarak kurang dari 5 (1ima) meter dari sumur atau air minum,
dan menguras waduk - waduk atau kotoran - kotoran got pada
tempat pipa-pipa air minum ;

. Mandi dibawah pipa-pipa air minum atau menghambur-hambur-
kan air dari pipa-pipa air minum tersebut ;

. Membiarkan hewan-hewan mandi dibawah pipa-pipa air minum ;

. Mandi, membuang air atau kencing ditempat-tempat yang ter-
lihat oleh unum ;

- Menimbulkan kerusakan-kerusakan/gangguan - gangguan pada
saluran air dari got-got atau selokan-selokan ;

- Melakukan penggal ian-penggalian yang mengakibatkan adanya
kemacetan dalam saluran - saluran, terjadi tanah bengkah-
bengkah atau tanah longsor ;

. Membuang kotoran atau segala macam sampah kedalam sungai-
sungai atau saluran-saluran ;

i. Meletakkan, menempatkan atau mengumpulkan sampah - sampah
dari tanah pekarangan atau kotoran - kotoran di jalan umum,

kecuali kalau disediakan bak-bak atau keranjang-keranjang
ditempat tertentu yang nanti akan diambil dan diangkut oleh
petugas-petugas Pemerintah Daerah ;

j. Membuang, menyimpan ataumenjemur barang-barang yang ber-
bau busuk atau yang mengganggu kesehatan, sehingga dapat
menimbulkan gangguan terhadap orang lain ;

. Membuat W.C. /kakus didepan rumah dan membuang kotoran dari
pengurasan kakus atauW.C. / Septictank tersebut ditempat
yang dapat mengganggu ketertiban umum atau kesehatan umum;
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Pasal 11

Untuk mencegah ter jadinya gangguan terhadap lalulintas d1 Ja—
1an umum, - kepada siapapundilarang.: -

_Mengangkut barang-barang yang dapat menimbulkan debu, il
.. salnya : belerang, kapur, gamping dan sebagainya, kecuali .
. barang-barang tersebut telah dibungkus baik-baik atau d1-'?’
‘. tempatkan dalam tempat khusus;

 :_":_A't_f'f.___IVIeletakkan menggantungkan atau menjemur kulit, jaring, -
-~ 7 kaincucian atau barang-barang laindiatas atau dlpmgglr :
e Jalan- Jalan umum, taman-taman dan tempat-tempat umum ;

c. Ber Jualan atau memperdagangkan barang-barang dagangannya,

" selain ditempat-tempat yang telah ditentukan oleh Pemerin-

. ‘tahDaerah, dan juga ditepi-tepi jalanmaupun tempat - tem-
L pat yang dapat mengganggu lalu lintas atau keindahan kota ;

e .,Membongkar atau membungkus barang - barang atau menimbun

- peti-peti, karung-karung, keranjang-keranjang yang berisi
barang dagangan ditepi jalan, yang mengakibatkan gangguan
- pada lalu lintas jalan, demikian juga mempergunakan jalan
umum sebagai tempat penimbunan barang-barang, kecuali di-
tempat-atempat dan pada waktu-waktu yang ditentukan oleh
Pemer intah Daerah.

Pasal 12

Tanpa izin tertulis dari Kepala Daerah, kepada siapapundila-
rang :

a. Mempergunakan tempat-tempat pasar unum atau tempat-tempat
unum sebagai tempat-tinggal atau tempat-tempat penginapan;

b. Menjual, menjual keliling atau mendasarkan barang - barang
kebutuhan hidup, makanan buah - buahan pada waktu ter jadi.
wabah penyakit ;

c. Meminta sokongan atau mengumpulkan uang dari rumah ker
dan di jalan umum ;

d. Membawa atau mengangkut binatang buas melalui jalan umum ;
e. Memiliki tumpukan-tumpukan pupuk kandang atau kotoran-ko-
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| toran tanah /peceren.

‘BAB V

KETENTUAN MENGENAI PENCABUTAN
IZIN DAN PEGAWAI PENGUSUT

Pasal 13

Kepala Daerah dapat mencabut surat izin yang telah diberikan
berdasarkan Peraturan Daerah ini, apabila ketentuan-ketentu-
an dalam Peraturan Daerah ini atau syarat-syarat yang diberi-
tidak dipenuhi.

Pasal 14

i]) Pegawai-pegawai Pemer intah Daerah yang ditunjuk oleh Ke-
_ palaDaerah berkewajiban untuk melakukan pengusutan ter-
hadap pelanggaran Peraturan Daerah ini ;

(2) Pegawai-pegawai termaksud dalam ayat (1) pasal ini berhak
~ sewaktu-waktumemasuki bangunan - bangunan, pekarangan-
pekarangan dan persil-persil dalam Kabupaten Daerah Ting-
kat 1T Gresik, dan untuk keperluan tersebut kepada pemi-
lik-pemilik, penyewa-penyewa atau pemakai-pemakai bang-
unan, pekarangan dan persil diwajibkan memperkenankan -
nya.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 15

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan - ketentuan larangan atau
. tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam
Peraturan Daerah ini, demikian pula tidak mentaati perin-
tah-per intah yang diberikan oleh Kepala Daerah dan tidak
memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam izin yang
diber ikan berdasarkan Peraturan Daerah ini dapat dihukum
dengan hukuman denda setinggi-tingginyaRp. 10.000, - (se-
pulub ribu rupiah) atau dengan hukuman kurungan selama-
lamanya 8 (delapan) hari ;
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(2) Bilamana orang yang pernah dihukummelakukan pelanggaran
lagi, sedangkan dalam jangka waktu ia telah mendapatkan
hukuman karena pelanggaran yang sama masih belun 1 (satu)
tahun lamanya, maka ancaman hukuman dapat dijatuhkan se-
tinggi-tingginya 2 (dua) kali lipat dari hukuman terse-
but ; '

(3) Jika pelanggaran dilakukan oleh suatu Badan Hukum/Perkum-
pulan, maka ketentuan-hukuman termaksud dalam ayat (1)
dan ( 2 ) pasal ini, dijatuhkan pada pengurusnya.

Pasal 16

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dimaksud dalam pasal 13
dan pasal 15 Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu yang
telah ditetapkan dan atas perintah tertulis oleh Kepala
Daerah, pelanggar hukumwajib untuk menambah kekurangan-
kekurangan, demikian pula menghapuskan, mengembalikan,
mengubah atau membetulkan sesuatu yang bertentangan deng- ¢
an ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini atau syarat-
syarat yang tercantum dalam surat izin yang diberikan oleh
Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini ; 4

(2) Apabilamereka tidak memenuhi kewajiban - kewajiban yang
tersebut dalam ayat (1) pasal ini, maka Kepala Daerah da-
pat mengambil tindakan dengan melakukan peker jaan terse-
but atas perongkosan yang bersangkutan. ‘

Pasal 17

Kewa jiban untuk mentaati ketentuan-ketentuan dan syarat-sya:
rat dimaksud dalam Peraturan Daerah ini berlaku pula terhadaj
badan-badan hukum, dan apabila Angota - Anggota pengurus dar
badan tersebut berhalangan, maka dibebankan kepada wakil-wa
kilnya.
BAB VII |
KETENTUAN PERALIHAN PENUTUP
Pasal 18

Hal-hal yang belundiatur dalam Peraturan Daerah ini,
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etentuan tersendiri dengan Keputusan Kepala Dae-

ran Deeran ini disébut Peraturan Daerah Kabupaten
i Tingkat II Gresik tentang pelaksanaan Ketert iban
ibidang kerapian, kebersihan, keamanan dan kesehat-
am Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik ;-

Qran_’i)aerah ini mulal berlaku pada hari pertama sesu-
ri pengundangannya ;

an berlakunya Perattran Daerah ini, maka tidak berla-
lagi Peraturan Daerah Kabupaten Surabaya tanggal 11

Cresik, 22 Januari 1975.

' PERWAKTLAN RAKYAT DAERAH  BUPATT KEPALA DAERAH TINGKAT 1T
[EN DAERAH TINGKAT TI GRESIK GRESIK

Ke tua,
ttd. ttd.
Cap. Cap.
( ABDOELWACHID ) (SOEFELAN)

. Disabkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
okat 1 Jawa Timur tanggal 29 Mei 1975 No.Hk.I1/142/Sk.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Sekretarf§Wi1ayah/Daerah,

ietd.
Cap.

( TRIMARJONO S.H.)
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Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat 1T Gresik Tahun 1975 Seri C Nomor 3 pada tanggal 30 Juni

1975 Nomor 10.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT I1I
_ GRESIK,

Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.
Cap.

(MOELYOTO)

Sesuai dengan aslinya
Yang menyalin

Pj. Kepala Bagian Hukum
Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Gresik,

ttd.

(SOEKIRNTI SH. )
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